BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 2 TAHUH 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

bahwa petunjuk pelaksanaan pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten
Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Ciamjur Nomor 05 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

bahwa dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05
Tahun 2011 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan masih terdapat kekurangan dan belum
dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai
petunjuk pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan, sehingga perlu diubah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 28351);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomeor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1832,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);



10.

1ME;

12.
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14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07 /2010 dan Nomor 53
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai
Pajak Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga
Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga
Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri
Cl;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri
DJ;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun
2015 tentang Organisasi Perangkat Daecrah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2015 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);

25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 07
Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011
Nomor 07 Tahun 2011) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 9 dihapus, diantara angka
9 dan angka 10 terdapat 1 (satu) angka baru, vakni angka 9a, dan
angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

e

S

9a.

10.

ks

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
perpajakan daerah Kabupaten Cianjur.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Cianjur,

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.
dihapus.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya
disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya
disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnva hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

5.Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.

.Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disebut NJOP adalah harga

rata-tata yang diperoleh dari transaksi jual beli vang terjadi
sccara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bel,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain
yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
Undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disebut SPTPD,
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak
dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Bupati.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak yang terutang,

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yvang terutang kepada Wajib Pajak,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayvar Tambahan
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yvang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yvang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnyva disebut STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan selanjutnya disebut SKP, adalah
surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalamm SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, SKP, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan selanjutnya disebut SKK, adalah
surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan adalah upaya hukum vang dapat dilakukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan,



37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yvang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanva,

39. Tempat Pembayaran BPHTB adalah kas daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran atau
penyetoran BPHTB dari Wajib Pajak dan memindahbukukan
saldo penerimaan BPHTB ke rekening kas daerah.

Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 {satu) BAB yakni BAB I[IA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

TATA CARA PENERAPAN NILAI POKOKOBJEK PAJAK
TIDAK KENA PAJAK

Pasal 4A

(1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) untuk perolehan hak atas tanah dan/bangunan dari
transaksi jual beli atau tukar menukar atau hibah atau
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
atau pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan atau
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap atau pemberian hak baru
atau penggabungan usaha atau peleburan usaha atau
pemekaran usaha atau hadiah atau penunjukan pembeli
dalam lelang ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap
Wajib Pajak.

(2) Besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah
dan/bangunan dari hibah wasiat atau waris ditetapkan
sebesar Rp 300.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan lebih
dari satu kali dalam 1 (satu)Tahun Pajak hanya diberikan
NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan vang pertama.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1} diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
telah terpenuhi, Dinas menindaklanjuti dengan:



(2)

a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan
NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda
Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran PBB lainnya;

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi  yang
dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter
persegi pada basis data NJOP PBB;

¢. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSB dengan NJOP bangunan per meter
persegi pada basis data NJOP PBB;

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi
komponen nilai peroleh objek pajak (NPOP), NPOPTKP, tarif,
pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang
terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan

€. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau
pemberian hak pengelolaan.

Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

(4)

Pasal 63

PPAT /Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara menyampaikan laporan tentang Perolehan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan disertai salinan SSPD BPHTRB
kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pemberian
hak baru, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan perolehan
hak atas tanah tersebut disertai salinan SSPD BPHTB kepada
Bupati melalui Kepala Dinas.

Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal
akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak atas
tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas tanah,
luas bangunan, nomor dan tahun surat pemberitahuan pajak
terutang PBB, NJOP PBB, harga transaksi atau nilai pasar,
nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang
memperoleh hak, serta tanggal dan jumlah setoran.

Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak dan/atau SSPD BPHTB
yvang sudah ditandatangani Kepala Dinas.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya
dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah
dan.atau bangunan setalah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak dan/atau SSPD BPHTB yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas.
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Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya
dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran
peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak dan/atau SSPD BPHTB yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas.

Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 64

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian laporan atau pemberitahuan
bulanan serta tata cara pelaporan atau pemberitahuan
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PPAT atau
Notaris dan Kepala Kantor Pertanahan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian laporan atau pemberitahuan
bulanan serta tata cara pelaporan atau pemberitahuan
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh kepala
kantor yang membidangi pelayanan lelang negara berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2016

N A L
: @I‘I—NG\_%&EN&L MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 2



